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Pengawasan Lebih Efektit

B Pemda DIY Dorong Evaluasi Aturan Penjualan

Minuman Beralkohol

YOGYA, TRIBUN - Sekre-
taris Daerah (Sekda) Daerah
Istimewa Yogyakarta (DIY),
Beny Suharsono. menegas-
kan pentingnya evaluasi
terhadap Peraturan Daerah
(Perda) No. 7/1953 tentang
Pengawasan Minuman Ber-
alkohol. Pernyataan tersebut
disampaikan menyusul per-
ubahan drastis dalam feno-
mena penjualan minuman
beralkohol di masyarakat
saat ini.

Beny mengungkapkan
bahwa aturan yang telah
berusia lebih dari setengah
abad itu perlu diperbarui
untuk mencerminkan kon-
disi dan kebutuhan masya-
rakat saat ini. “Makanya
kami akan mengacu pada
Undang-undang Pangan.
Aturan-aturan ini perlu di-
evaluasi karena fenomena
penjualan miras saat ini
sudah berbeda,” jelas Beny
ditemui di Kompleks Kepati-
han, seusai pertemuan yang
digelar Gubernur DIY Sri
Sultan Hamengku Buwono
X serta bupati/wali kota se
DIY membahas persoalan
minuman keras (miras), Se-
nin (28/10).

Perda nomor 7/1953 di-
anggap kurang efektif da-
lam menghadapi perkem-
bangan industri minuman
beralkohol, terutama de-
ngan munculnya platform
penjualan daring dan per-
ubahan pola konsumsi ma-
syarakat. Beny menyatakan
bahwa pendekatan yang le-
bih komprehensif dan ber-
basis pada Undang-Undang
Pangan perlu dipertim-
bangkan untuk mengatur
peredaran minuman beral-
kohol di DIY.

Perda Nomor 7/1953, yang
diundangkan lebih dari sete-
ngah abad yang lalu, berisi
berbagai ketentuan menge-
nai pengawasan dan penju
alan minuman beralkohol
Namun, dengan pesathya
perkembangan industri dan
pergeseran perilaku kon-
sumen kini lebih mudah
diakses oleh khalayak. Hal
ini menimbulkan tantangan
baru bagi pemerintah dae-
rah dalam melakukan peng-
awasan yang efektif.

Makanya kami

akan mengacu

pada Undang-

undang Pangan.
Aturan-aturan ini

perlu dievaluasi
karena fenomena

penjualan miras
saat ini sudah ber-
bed:

Lebih lanjut Beny menje-
laskan, pertemuan Guber-
nur DIY serta bupati/ wali-
kota digelar menindaklanjuti
protes masyarakat terkait
maraknya peredaran miras
di DIY. Sebab itu, dilakukan
koordinasi untuk memba-
has langkah-langkah penin-
dakan yang efektif.

“Ya kita kan sama-sama
untuk melangkah supaya
lalu ada koordinasi antara
pemerintah provinsi dan pe-
merintah kabupaten/ kota.

Kemarin kan juga ada au-
diensi dari Forum Ukhuwah
Islamiyah (FUI), semuanya
akan menjadikan masukan
kepada pemerintah daerah
termasuk pemerintah kabu-
paten/ kota. Jadi saya be-
lum bisa sampaikan detail
teknisnya,” ujar Beny.
Langkah konkret

Dijelaskan Beny, Guber-
nur DIY Sri Sultan Ham-
engku Buwono X juga telah
menginstruksikan agar per-
temuan dengan bupati dan
wali kota diselesaikan ming-
gu ini, untuk menentukan
langkah konkret ke depan.

“Kalau penindakan kan
dilihat deliknya kayak apa,
kita nggak bisa serta-merta.
Kalau yang berizin, ya sudah
berizin. Jadi masalah utama
kan yang (penjualan miras)
take away sama yang da-
ring,” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana
Tugas (PIt.) Kepala Satuan
Polisi Pamong Praja (Satpol
PP) DIY, Noviar Rahmad,
mengungkapkan bahwa pi-
haknya telah melaksanakan
operasi rutin untuk menin-
dak penjual minuman ber-
alkohol (miras) ilegal di da-
erahnya.

“Operasi ini bukan baru-
baru ini saja dilakukan;
kami juga melibatkan Jaga

Warga untuk ikut menga-
mankan lingkungannya,”
kata Noviar.

Noviar menyesalkan bah-
wa hukuman yang tercan-
tum dalam Perda saat ini
dinilai terlalu rendah, se-
hingga tidak menimbulkan
efek jera bagi pelanggar.
“Hukuman maksimalnya
hanya enam bulan penjara
dan denda 50 juta rupiah
Namun, vonis pengadilan
seringkali jauh di bawah
itu,” ungkapnya.

Ia menekankan penting-
nya memperberat hukuman
untuk pelanggaran penjual-
an miras ilegal

“Kami ingin agar penjual
benar-benar jera dan tidak
mengulangi perbiiatannya.”
tegas Noviar.

Hal ini menjadi salah satu
langkah strategis dalam
upaya memberantas pere-
daran miras ilegal yang se-
makin marak. Menurut data
vang ada, jumlah penjual
miras ilegal di DIY mencapai
ratusan, sementara hanya
sekitar 21 penjual yang me-
miliki izin resmi. Situasi ini
menunjukkan bahwa pene-
gakan hukum yang lebih ke-
tat sangat diperlukan untuk
melindungi masyarakat dari
dampak negatif peredaran
miras ilegal. (han)
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